
 

  

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  SELAYAR 
NOMOR   03  TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN  

GERGAJI RANTAI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   SELAYAR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi hutan dari kerusakan yang 

disebabkan adanya penebangan pohon secara tidak 

terkendali dengan menggunakan gergaji rantai, maka 

perlu dilakukan pengendalian terhadap gergaji rantai 

baik penjualan, pemilikan dan penggunaannya; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a 

di atas  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor  1822) ; 

2.  Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar  Pokok-pokok Agraria ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1960  Nomor 184, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  



 

  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 658, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang 

Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3769) ; 



 

  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang 

Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3862) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3952) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4206) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4453); 

 

14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung ; 

15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang 

Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-

II/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan 

Penggunaan Gergaji Rantai ; 

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

05.1/Kpts/II/2000 tentang Kriteria Standar Perizinan 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan 

Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ; 

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan; 



 

  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 

2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah 

Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar 

Tahun 2002 Nomor 14); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 

2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 

2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 

Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR 

 
dan 

 
BUPATI SELAYAR, 

 
MEMUTUSKAN  : 

  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN 
DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI 

 
 
 
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 



 

  

Pasal  1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

a. Daerah adalah Kabupaten Selayar. 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

c. Bupati adalah Bupati Selayar. 

d. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas 

Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar. 

e. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi dan 

Penanaman Modal Kabupaten Selayar. 

f. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah 

Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Selayar. 

g. Gergaji rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, 

memotong dan membelah kayu yang lazim disebut Chain saw.  

h. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 

i. Polisi Kehutanan adalah  pejabat tertentu di lingkungan Dinas 

Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang oleh kuasa Undang-

undang memiliki wewenang kepolisian terbatas di bidangnya. 

j. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol. PP adalah aparatur 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara 

dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan 

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. 

k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS 

Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran 

Peraturan Daerah. 

 
BAB  II 
TUJUAN 

 
Pasal  2 



 

  

Pengaturan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai bertujuan 

untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penebangan 

liar dengan menggunakan gergaji rantai. 
 
 
 
 

BAB  III 
PENJUALAN GERGAJI RANTAI 

 
Pasal   3 

Penjual gergaji rantai hanya dapat menjual gergaji rantainya kepada : 

a. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat 

yang berwenang yaitu : 

1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 

2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) 

3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 

b. Pemegang izin usaha industri/kerajinan kayu yang menggunakan gergaji 

rantai untuk memotong kayu di industrinya. 

c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu 

menebang kayu yaitu : 

1.  Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup 

2.  BUMN Departemen Pertanian  

3.  BUMN Departemen Kehutanan 

4.  Instansi Pemerintah lainnya  yang bergerak di bidang Kehutanan. 

d. Perorangan yang memiliki hutan milik dan atau kelompok pada wilayah 

hutan kemasyarakatan. 

 

Pasal   4 
(1) Penjual gergaji rantai wajib mencatat nama dan alamat pembeli serta data 

gergaji rantai yang dijualnya. 

(2) Penjual gergaji rantai wajib melaporkan nama dan alamat pembeli serta 

data gergaji rantai yang dijual setiap bulan kepada Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup. 



 

  

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan model blangko 

terlampir (lampiran I). 

 
BAB  IV 

PEMILIKAN GERGAJI RANTAI 
 

Pasal  5 
(1) Gergaji rantai hanya dapat dimiliki sebagaimana diatur pada Pasal 3 

huruf a, b, c dan d. 

(2) Pemilik gergaji rantai sebagaimana dimaksud  ayat (1) wajib 

mendaftarkan gergaji miliknya secara langsung kepada Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup. 

(3) Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan mengisi formulir 

sebagaimana tercantum pada lampiran II. 

(4) Dalam hal pendaftaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung, maka 

pemilik gergaji rantai dapat mendaftarkannya kepada Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup melalui surat dengan melampirkan 

data sebagai berikut : 

a. Nama pemilik (foto copy KTP dilampirkan) 

b. Alamat pemilik 

c. Tanggal pembelian  

d. Nomor seri mesin 

e. Merk 

f. Jenis / type 

g. Surat Keterangan Kepala Desa dan instansi lingkup Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan memiliki hutan milik (bagi perorangan) dan bagi badan 

melampirkan Surat izin menebang pohon 

 
BAB  V 

PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI 
 

Pasal  6 
(1) Pada dasarnya gergaji rantai hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. 



 

  

(2) Dalam hal gergaji rantai digunakan oleh petugas atau karyawan 

sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf a, b, c dan d,  maka 

penggunaannya harus disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari 

pemilik gergaji rantai. 

(3) Surat tugas atau surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memuat keterangan mengenai : 

a. Nama petugas 

b. Nama pemilik 

c. Nomor mesin 

d. Merk 

e. Jenis / type 

f. Waktu / lamanya pelaksanaan tugas 

g. Lokasi dan jenis kegiatannya 

 

Pasal  7 
(1) Pemilik gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual, 

meminjamkan atau menyewakan  gergaji rantainya kepada pihak 

sebagaimana dimaksud    Pasal 3. 

(2) Pemilik yang meminjamkan atau menyewakan gergaji rantainya wajib 

melaporkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan 

Hidup. 

(3) Peminjam atau penyewa gergaji rantai sebagaimana dimaksud ayat (2) 

harus disertai Surat Tanda Pendaftaran dan dilaporkan kepada Dinas 

Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup. 

(4) Pemilik yang menjual gergaji rantainya wajib melaporkan kepada Dinas 

Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup paling lama tujuh hari 

sejak penjualan.  

 

 
Pasal  8 

Pemilik gergaji rantai bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji 

rantai yang dimilikinya. 

 

BAB  VI 



 

  

PENGAWASAN 
 

Pasal  9 
(1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup melakukan 

pengawasan atas penjualan dan pendaftaran gergaji rantai. 

(2) Pol. PP  dan Polisi Kehutanan bekerja sama melakukan pengawasan atas 

penggunaan gergaji rantai. 

(3) Pol. PP dan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan pengawasan harus 

dengan  Surat Perintah dari Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan 

Lingkungan Hidup kecuali dalam hal tertangkap tangan. 

(4) Apabila dalam  melakukan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan 

dan penyalahgunaan gergaji rantai, maka Pol. PP dan Polisi Kehutanan 

harus segera membuat laporan kepada Kepala Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup untuk dilakukan penyidikan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada PPNS 

Daerah untuk dilakukan penyidikan. 

 
BAB  VII 

S A N K S I 
 

Pasal  10 
(1) Penjual yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai 

kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Izin 

usahanya dapat dicabut oleh Dinas Koperasi dan Penanaman Modal. 

(2) Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya 

kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup dikenakan 

penyegelan atas gergaji rantai miliknya. 

 (3) Pemilik gergaji rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan  

pemakaian gergaji rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan  dan 

gergajinya dapat disita.  

 
Pasal  11 



 

  

Usul pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) 

dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup kepada 

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal. 
 

Pasal  12 
Apabila pemilik gergaji rantai telah melaporkan gergaji rantainya dan telah 

diberikan Surat Tanda Pendaftaran maka penyegelan gergaji rantai dicabut. 

 
BAB  VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal  13 
Pemilik gergaji rantai yang belum melaporkan gergaji rantai miliknya kepada 

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 

dalam waktu dua  bulan terhitung mulai diundangkannya  Peraturan Daerah 

ini wajib melaporkan gergaji rantai miliknya. 

Pasal 14 
Gergaji Rantai yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 

pemiliknya wajib melaporkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan 

Lingkungan Hidup paling lambat dua bulan sejak diundangkannya Peraturan 

Daerah ini. 

 
BAB  IX 

KETENTUAN  PENUTUP 
 

Pasal  15 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 16 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Selayar. 



 

  

  

     Ditetapkan di  Benteng 

             pada tanggal  30  Maret  2007 

       

       BUPATI  SELAYAR, 
 
 

 
            H. SYAHRIR WAHAB 

 

Diundangkan di Benteng 

pada tanggal 30  Maret  2007 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR, 
 

 

H.  ZUBAIR  SUYUTHI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2007 NOMOR 03 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 



 

  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR 
NOMOR  03  TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI  

 

 

I. UMUM 
 

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang 

besar baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi dan 

dimanfaatkan secara  berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat 

baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun apabila 

pemanfaatannya dilakukan secara serampangan atau tidak teratur 

utamanya terjadinya penebangan pohon dengan menggunakan gergaji 

rantai yang tidak diatur akan berdampak kerusakan lingkungan yang 

mengakibatkan kerugian Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.  

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi dan kawasan hutan tetap 

lestari dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah kerusakan 

hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang cenderung 

memanfaatkan hutan dengan tidak memperhatikan sifat, karakteristik 

dan kerentanan hutan yang berpotensi mengubah keberlangsungan 

fungsi pokok hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. 

Kondisi hutan yang sudah sangat memprihatinkan di Kabupaten 

Selayar, salah satu penyebabnya adalah penebangan liar dengan 

menggunakan mesin gergaji rantai (chain saw). Oleh karena itu, sejalan 

dengan penyerahan sebagian kewenangan di bidang Pertanian dan 

Kehutanan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah 

berwenang mengatur tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan 

gergaji rantai di Kabupaten Selayar. 

 
II PASAL DEMI PASAL 
 

 Pasal  1 :   cukup jelas 



 

  

Pasal  2 :   cukup jelas 

 

 

  Pasal  3  :   cukup jelas 

  Pasal  4  :   cukup jelas 

  Pasal  5  :  cukup jelas 

  Pasal  6  :  cukup jelas 

Pasal  7 :  cukup jelas 

Pasal  8 :  cukup jelas 

Pasal  9 :  cukup jelas 

Pasal  10 :   cukup jelas 

Pasal  11 :   cukup jelas 

Pasal  12 :   cukup jelas 

Pasal  13 :   cukup jelas 

Pasal  14 :   cukup jelas 

Pasal  15 :   cukup jelas 

Pasal  16 :   cukup jelas 

 

  

 TAMBAHAN LEMBAHAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR  01 
 

--- o0o --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

         LAMPIRAN I  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SELAYAR 

            NOMOR   03  TAHUN  2007 
            TANGGAL  30  MARET  2007 
Nama Penjual / Toko : 
Kabupaten  :         Bulan  :  ……………………………………………….. 

TANGGAL NAMA PEMBELI 
ALAMAT 
PEMBELI 

NO. MESIN MERK 
JENIS / 
TYPE 

UKURAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             …………….., ……………………200.. 

               Pelapor, 



 

  

                   

          ( ………………………..) 

              BUPATI  SELAYAR, 
 
 
              H. SYAHRIR WAHAB



 

  

 
   
LAMPIRAN II  :  PERATURAN DAERAH KABUPAEN SELAYAR 
      NOMOR  03  TAHUN  2007 
      TANGGAL  30  MARET  2007 
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  SELAYAR 
DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 
JL.  DR. SAM RATULANGI NO. 26 TELP (0414) 21058-21208 

B E N T E N G 
 

SURAT TANDA PENDAFTARAN GERGAJI RANTAI 
  NOMOR 
 

 Nama Pemilik  : 

 

 Alamat Pemilik   : 

 

 Identitas Gergaji Rantai  

 -  Nomor Mesin  : 

 -  Merk   : 

 -  Jenis / Type  : 

 -  Ukuran   : 

 -  Tanggal pembelian : 

 -  Berlaku   : 

 

       Benteng,  ……………… 

 

       KEPALA  DINAS, 
 
 
       ………………………. 
       Pangkat  : 
       NIP. 
PERHATIAN : 



 

  

Sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemilik Gergaji Rantai wajib 

mendaftarkan gergaji miliknya secara langsung kepada Dinas Kehutanan, 

Perkebunan dan Lingkungan Hidup. 

        BUPATI  SELAYAR, 
 
 
        H. SYAHRIR WAHAB 


